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ABSTRAK  

Helsa Oktary : TM/NIM/2011 “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam 
Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”. (Studi di 
Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai) 

Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam 
kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung serta menggambarkan upaya  
pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam 
kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan 
Informan dilakukan dengan menggunakan  teknik purposive sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara, angket dan dokumentasi. Untuk 
membuktikan keabsahan data digunakan teknik trianggulasi dengan memanfaatkan 
penggunaan sumber. Analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam 
kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung dipengaruhi oleh faktor intern yaitu 
pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, serta 
faktor ekstern yaitu kurangnya sosialisasi dan belum ada sanksi yang tegas. Upaya 
yang dilakukan pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB dengan mensosialisasikan 
Perda Kabupaten Padang Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB dan 
membuat pengumuman di tempat strategis. Diharapkan pemerintah Nagari Buayan 
Lubuk Alung harus memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan 
sosialisasi undang-undang no. 9 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan secara berkesinambungan dan menindak tegas terhadap bangunan yang 
tidak memiliki IMB. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Masyarakat adalah kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama 

dalam waktu yang cukup lama (Elly M. Setiadi, dkk 2007:82). Dalam 

kebersamaan yang lama terjadi integrasi sosial. Orang-orang yang membentuk 

masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama, dimana mereka menciptakan 

nilai-nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.  

Dalam lingkungan masyarakat tersebut diperlukan aturan hukum supaya 

adanya ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam (Elly M. Setiadi, dkk 

2007:139) ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, 

kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi 

adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Antara masyarakat dan hukum 

saling berhubungan dan saling ketergantungan, dalam masyarakat tidak akan ada 

ketertiban tanpa adanya hukum begitu juga dengan hukum, hukum tidak akan 

berfungsi tanpa adanya masyarakat karena masyarakat adalah pelaku hukum 

tersebut. Begitu juga dalam kehidupan kenegaraan, setiap aspek harus ada hukum 

yang mengaturnya. 

 Menurut Suparman dalam (Puji Wulandari 2009:62) kesadaran hukum 

dalam artian sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi 

hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan.dalam 

artian luas kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, 

1 
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akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah kemantapan hati mematuhi apa yang 

diperintahkan oleh hukum.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kesadaran 

masyarakat akan hukum lahir atau timbul dalam diri masyarakat itu sendiri untuk 

mematuhi serta melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga dengan 

adanya aturan tersebut diharapkan dapat mengikat masyarakat untuk mematuhi 

peraturan tersebut.  

Masalah kesadaran hukum perlu mendapat perhatian yang lebih 

mendalam. Karena pada umumnya masyarakat hanya mengetahui peraturan 

belaka, tetapi belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi. Sama 

hal nya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Dalam pelaksanaannya, pembangunan merupakan suatu proses 

yang berkesinambungan yang perlu didukung oleh sumber dana, sumber daya 

alam, dan sumber daya manusia. Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah 

penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan tiap bangunan memiliki Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan 

oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak 

digunakan, dan tidak merusak lingkungan 

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat 4 

juga dijelaskan bahwa, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan 

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun”. Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak 

atas milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara 
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sewenang-wenang. Dalam hal ini adalah kepemilikan atas bangunan dimana 

setiap bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  

Peraturan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

Peraturan Mendagri No 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Khususnya di Kabupaten Pariaman telah 

dikeluarkan Perda yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan yaitu  

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Menurut Perda Kabupaten Padang Pariaman 

No 9 Tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal (1) 

menyebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan 

suatu bangunan yang dimaksud agar di desain, pelaksanaan pembangunan dan 

bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan koefisien 

Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian 

Bangunan (KTB) yang ditetapkan dengan sesuai dengan syarat-syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemerintah 

untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan agar bangunan tersebut 

sesuai dengan syarat keamanan bangunan dan tidak merusak lingkungan.  

 Dasar penetapan tarif pengurusan IMB menurut Perda Kabupaten Padang 

Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 
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(10) menyebutkan bahwa “Standar biaya bangunan fasilitas umum dan bangunan 

yang bersifat sosial, dan bangunan komersil (pabrik, perindustrian, dan lain-lain) 

dihitung 1% dari biaya bangunan kontrak dan rumah tempat tinggal 1% , untuk 

usaha 1,5%”. Jadi menurut peraturan diatas maka biaya pengurusan IMB untuk 

bangunan tempat tinggal yaitu 1% dari harga bangunan. 

 Berdasarkan data awal yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Buayan 

Tahun 2011 – 2014 dari 270 bangunan tempat tinggal yang dibangun baru di 

Nagari Buayan, hanya 10 bangunan yang telah memiliki IMB. Untuk lebih 

jelasnya kita lihat tabel berikut: 

Tabel 1  
Jumlah Bangunan Baru dan yang Mengurus IMB Tahun 2011-2014  

Nagari Buayan Lubuk Alung 
No Tahun Jumlah bangunan baru Yang mengurus 

1 2011 90 3 

2 2012 50 2 

3 2013 71 3 

4 2014 59 2 

 Jumlah  270 10 

Sumber: Kantor Wali Nagari Buayan Lubuk Alung 2015 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 jumlah bangunan tempat 

tinggal baru 90 dan yang mengurus IMB 3 buah, tahun 2012 jumlah bangunan 

baru 50 dan yang mengurus IMB 2 buah, tahun 2013 jumlah bangunan baru 71 

dan yang mengurus IMB 3 buah, dan pada tahun 2014 jumlah bangunan baru 59 

dan yang mengurus IMB 2 buah.  

 Dari data diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa di Nagari 

Buayan  Lubuk Alung angka kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
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masih sangat rendah, yaitu dari 270 bangunan tempat tinggal hanya 10 bangunan 

yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  

Berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat nagari Buayan Lubuk 

Alung  yaitu Bapak Zulkifli  (51 Tahun) beliau mengatakan bahwa : 

“Apak mambangun kan di tanah apak sorang, apak yang mambali 
tanah, jadi kalau apak mandirian rumah manga lo apak harus 
buek surek izin lo, kan iko tanah apak”. 

“Bapak membangun di tanah bapak sendiri, Bapak yang membeli 
tanah, jadi kalau bapak mendirikan rumah kenapa bapak harus 
membuat surat izin, ini kan tanah bapak ”(wawancara tanggal 19 
Agustus 2015). 

Selain wawancara diatas, penulis juga mewawancarai seorang masyarakat 

bernama Bapak Baharudin (53 tahun), beliau mengatakan: 

“Apak ndak maurus IMB karano rumah apak ko tagak diateh tanah 
urang, apak hanyo manompang mandirian rumah disiko. yang 
punyo tanah lah mambuliahan apak mandirian rumah diateh 
tanahnyo, jadi untuak apo apak maurus IMB tu lai”. 

“Bapak tidak mengurus IMB karena rumah bapak berdiri di tanah 
orang lain. Orang yang mempunyai tanah sudah mengizinkan 
bapak untuk mendirikan rumah ditanahnya, jadi untuk apa bapak 
mengurus IMB”(wawancara tanggal 19 Agustus 2015). 

Hal lain juga diungkapkan oleh Bapak Asrul (50 tahun), yang mengatakan 

bahwa: 

“rumah ambo ndak pakai IMB do. Ambo ndak tau apo IMB tu. Izin 
a lo yang ambo urus sadang ambo mambangun ditanah ambo 
sorang, bukti e sertifikat tanah ateh namo ambo ado. Jadi untuak a 
ambo maurus-urus IMB” 

(rumah saya tidak memiliki IMB, saya tidak tahu apa itu IMB. Izin 
apa yang harus saya urus, saya membangun ditanah saya sendiri, 
buktinya sertifikat tanah atas nama saya ada. Jadi untuk apa saya 
mengurus IMB). 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung tidak mengurus IMB karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  

Selain wawancara dengan masyarakat, penulis juga melakukan wawancara 

dengan Wali Nagari Buayan Lubuk Alung yaitu Bapak Deni Setiawan (46 tahun), 

beliau mengatakan : 

“Memang bapak akui, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, masih 
sangat rendah, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta 
biaya dalam pengurusan IMB tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan 
UU. Biaya pengurusan IMB 1% dari harga bangunan yang mana harga 
bangunan ini tergantung berapa luas bangunan yang didirikan. Tetapi yang 
ditemui dilapangan patokan biaya tersebut tidak sesuai dengan ketetapan 
UU yang semestinya, misal biaya pengurusan IMB hanya Rp.500.000, tapi 
masyarakat bisa lebih dari itu mengeluarkan uang untuk pengurusan IMB, 
inilah salah satu yang menjadi penyebab bagi masyarakat untuk tidak 
mengurus IMB, dan kebanyakan bangunan di Nagari Buayan ini berdiri di 
tanah orang lain, maksudnya antara orang yang mendirikan bangunan dan 
orang yang mempunyai tanah berbeda sehingga apabila dia ingin 
mendirikan bangunan, misalnya rumah, mereka hanya meminta izin 
kepada si yang punya tanah”(wawancara tanggal 19 Agustus 2015). 

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa 

masyarakat di Nagari Buayan Lubuk Alung belum mengurus Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, biaya dalam 

pengurusan IMB tidak sesuai dengan UU yang ditetapkan serta kebanyakan 

bangunan berdiri ditanah milik orang lain.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) studi di Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang 

Anai.  
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi identifikasi 

masalah adalah : 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung. 

3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pentingnya memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung. 

4. Biaya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan UU. 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum  masyarakat 

dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan 

Lubuk Alung? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Nagari  untuk meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung?  
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran 

hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di Nagari Buayan Lubuk Alung. 

2. Untuk menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah Nagari untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam mata kuliah 

sosiologi hukum.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

masyarakat khususnya masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung terhadap 

pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum 

masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di Nagari Buayan Lubuk Alung terdiri atas: 

a. Faktor Intern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri masyarakat itu sendiri. Pertama, pengetahuan 

masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB dapat dikatakan 

masih rendah yaitu sebanyak 95,03%, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya masyarakat di Nagari Buayan Lubuk Alung yang 

tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut. Pengetahuan 

hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB juga 

dipengaruhi oleh sikap hukum masyarakat terhadap aturan 

kepemilikan IMB. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap 

aturan kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung masih 

sangat minim yaitu sebanyak 91,71%. Hal ini ditandai dengan 

sebahagian masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung belum 

memiliki pemahaman hukum yang tinggi terhadap kepemilikan 

IMB, disebabkan karena sebahagian masyarakat belum 

menyadari arti penting dan kegunaan IMB serta masyarakat 

tidak tahu bagaimana cara mengurus IMB. Pemahaman hukum 
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masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB disebabkan oleh 

perilaku hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB. Ketiga, 

sikap hukum. sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan 

IMB masih sangat rendah yaitu sebanyak 88,95%, hal ini 

disebabkan karena mereka merasa keberatan terhadap aturan 

kepemilikan IMB dan masyarakat belum siap untuk 

mengeluarkan retribusi untuk mengurus IMB karena dirasa 

biaya pengurusan terlalu mahal, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat Nagari Buayan 

tidak memiliki Sikap hukum terhadap aturan kepemilikan IMB 

tersebut. Sikap hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB 

disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat 

terhadap kepemilikan IMB. Keempat, perilaku hukum 

masyarakat terhadap aturan kepemilikian IMB masih sangat 

rendah dengan persentase 94,48%, karena masih banyak 

bangunan yang ada di Nagari Buayan Lubuk Alung yang tidak 

mempunyai IMB, serta masyarakat yang enggan mematuhi 

peraturan. Perilaku hukum masyarakat terhadap aturan 

kepemilikan IMB disebabkan karena kurangnya pemahaman 

hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB dan sikap 

hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB. 

b. Faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal 

dari luar diri masyarakat itu sendiri. Pertama, kurangnya 



80 
 

 

siosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Nagari Buayan 

Lubuk Alung terhadap aturan kepemilikan IMB. Kedua , belum 

adanya sanksi yang tegas yang diterapkan oleh pemerintah 

Nagari Buayan Lubuk Alung sehingga banyak bangunan yang 

ada di Nagari Buayan tidak memiliki IMB. 

2.  Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di Nagari Buayan Lubuk Alung 

a. Mensosialisasikan Perda Kabupaten Padang Pariaman no 9 

tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

b. Memberikan semacam pengumuman yang diletakkan ditempat 

yang strategis 

B. Saran  

1. Agar masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung memiliki kesadaran 

hukum yang tinggi terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) maka pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung harus 

memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi 

dan penyuluhan undang-undang no. 9 tahun 2012 tentang Retribusi 

Izin Mendirikan Bangunan .  

2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diharapkan Pemerintah Nagari 

Buayan Lubuk Alung hendaknya memberikan sosialisasi secara 
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berkesinambungan serta menindak tegas terhadap bangunan yang tidak 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
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